SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/232/KUM /2026
TENTANG

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2027

Menimbang

Mengingat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan Nomor PR.01.08/A/14734/2026 Hal Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2027 tanggal 26 Juni 2026,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2027;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Menetapkan
KESATU
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10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor
204);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah Sub Bidang Penguatan Sistem
dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan.



KETIGA

KEEMPAT
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/232/KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK  BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2027

DAFTAR LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2027

SUB MENU
NO BIDANG KEGIATAN RINCIAN LOKUS
Penguatan
Sistem dan
. Penguatan . . Puskesmas
1 | Kapasitas Pusling Perairan
Puskesmas Pasungkan
Pelayanan
Kesehatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



